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Pemerintahan, Pembangunan Na
serta Perﬂ\fy)icr yaanMasyarakatNagan,maka perlu mengangkat
Kepala Sek yanan\dan Kesejahteraan Nagari Koto Anau

Tapan;

an’/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
Huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan

keputusan Wali Nagari Koto Anau Tapan;

T

: 1. Un dang-— UndangNomOf 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otoriom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

K i ‘membaran Negara Republik Indonesia Tahun
R g Drt. Nomor 21 Tahun 1957

1956 Nomor 25) jis Undang-Undan | .
D sia Tahun 1957 Nomor 77) jo

. Negara Republik Indone
< Negara Republik In
(Unzlalz—lagra:}lndaig Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

Repubiii MMM Tuhun 1958 Nomor 108, Tambahan



4

 embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

,, Undang: -undang Nomor 33 Tapyp 2004 tentang Perimbangan

8at dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
negara Nomor 4438);

5. Undang- Undang Notror 6 Tahyp 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemb

aran Negara
Nomor 5495);

5. Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
paerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Noimor 244, xaﬁ‘i“ﬁl‘i&i‘i Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebﬂgmmana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenitang
Perubahan chua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ’I‘ahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesna Nomor 5679)

5. Peraturan Pemermtahj.Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pclaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara " ’epubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran ')Negara Repubhk Indonesia Nomor 5539)

sebagmmana telahtl?‘dxubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tcntang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 ’l‘ahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indoncsla 'I‘ahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman ’l‘ekms Pcraturan Di Desa. :

7. Peraturan Mcntcrx Dalam Ncgcrl Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Orgamsasx dan ’I‘ata Kerja Pemerintahan D?sa,

8. Peratyran Menten Dalam Ncgen Nomor 67 Tahu _2017 tentang
Peruhahan Atas Peramran *Menteri Dalam Negeri Nomor 83




o gkatan dan Pemberhentian
; kat Desa;
l)()[ﬂng

| peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 Tahun 2018 tentang
rmgclolaal‘l Keuangan Desa;

10. peraturan Daerah KabuDaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan Nagari Koto

Anau Tapan di
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

{1, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagan

12. Peraturan Bupatl Pesxsxr Selatan Selatan Nomor 91 Tahun 2018
ciitang Pert aba.han Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun

2016 Tentang Susunan Orgamsas1 dan Tata Kerja Pemerintah
‘wagan B L SRR

T, i LA BalaiTapan Nomor
140/038/BAB/1/20. tanggal 03 Januari 2019 perihal
’?:f_ quangkqt Nagan Koto Anau Tapan.

Pendldlkan

- Kasi Pelayana_n dan Kesqahtcraan Nagarx sebagaimana dimaksud
Diktum Pcrtama chutusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan!»
Tuijangan umnya yang _sah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belan]a Nagari (APB Nagarl) Koto Anau Tapan, ;

| an Wali Nag
 Sejak bcrlakunya Keputusan ini, maka Keputus 5
un'2018 tentang Pcngangka

Anay Tapan. Nomor"2'




yagari Koto Anau Tapan dinyatakan tigax periaky lngi

}(cputusan ini m\ﬂ&i bérlaku sejak mngga] ditetapkan dan ﬂpabi[a
dikemudian ha_ﬂ ?rd_apat, keke"ﬁun dalam penetapan ini akan
dipci‘baiki kembali sebagaimang mestinya.

i

Ditetapkan di Koto Anau Tapan
 Pada yal 02 Januari 2019




